
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2012 PERHUBUNGAN. Komite Nasional.
Keselamatan. Transportasi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi
perlu menyempurnakan organisasi Komite Nasional
Keselamatan Transportasi sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang
dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, serta
berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala
aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan.

2. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian
pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan
sarana transportasi dimaksud, korban jiwa dan/atau kerugian harta
benda.

3. Investigasi kecelakaan transportasi adalah kegiatan penyelidikan dan
penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara
sistematis, dan obyektif agar kecelakaan transportasi dengan
penyebab yang sama tidak terulang kembali.

4. Investigator adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi
tertentu untuk melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan
transportasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Sampai dengan terbentuknya kelembagaan yang bertugas melaksanakan
investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam
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Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan, Komite Nasional Keselamatan
Transportasi yang selanjutnya disebut dengan KNKT, yang dibentuk
dengan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite
Nasional Keselamatan Transportasi diteruskan keberadaannya
berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

(1) KNKT merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) KNKT dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

KNKT mempunyai tugas :

a. melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;

b. memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi
kepada pihak terkait; dan

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan
hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan
keselamatan transportasi.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan transportasi oleh KNKT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan tidak untuk
menentukan kesalahan dan kelalaian atas terjadinya kecelakaan
transportasi.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a, KNKT dapat:

a. bekerja sama dengan pihak lain; dan

b. meminta data dan keterangan kepada pejabat instansi terkait,
lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat, dan/atau pihak
lain yang dipandang perlu.

(2) Pejabat instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya,
memberikan data dan keterangan yang diminta KNKT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 7

(1) Pelaksanaan tugas pemberian rekomendasi hasil investigasi
kecelakaan transportasi kepada pihak terkait oleh KNKT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.

(2) Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh para pihak terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KNKT dapat melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses
tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan
transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang
dilakukan oleh pihak terkait.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan tugas pemberian saran dan pertimbangan kepada
Presiden oleh KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
dilakukan untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya
pencegahan kecelakaan transportasi.

(2) Saran dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan melalui Menteri Perhubungan.

Bagian Ketiga

Lain-Lain

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT dikoordinasikan oleh Menteri
Perhubungan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT:

a. bersifat mandiri; dan

b. bertanggung jawab atas obyektivitas dan kebenaran hasil investigasi
kecelakaan transportasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT wajib:

a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan
rahasia KNKT yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai
anggota.
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BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 12

Susunan keanggotaan KNKT terdiri dari :

a. Ketua, merangkap anggota;

b. Wakil Ketua, merangkap anggota;

c. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, merangkap
anggota;

d. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, merangkap
anggota;

e. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, merangkap
anggota;

f. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, merangkap anggota.

Pasal 13

Dalam hal terjadi kecelakaan transportasi, Ketua Sub Komite yang bidang
tugasnya berkaitan, bertindak memimpin dan sebagai koordinator
investigator dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi.

Bagian Kedua

Investigator

Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KNKT dalam melakukan
investigasi kecelakaan transportasi, KNKT dibantu oleh sejumlah
investigator.

Pasal 15

(1) Investigator dikoordinasikan oleh masing-masing Ketua Sub Komite
Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi
Kecelakaan Pelayaran, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan
Penerbangan, dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Ketua Sub Komite Investigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengoordinasikan paling banyak 10 (sepuluh)
Investigator.

www.djpp.depkumham.go.id


